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ABSTRAK 

 

  Linadi Sahattua Samuel. 201510117012. Skripsi. Kewenangan 

Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan 

08/Pdt.SUS-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst). Dalam hal pengajuan 

permohonan kepailitan terhadap lembaga keuangan bukan bank, 

pengajuannya melalui Menteri Keuangan jika Debitornya adalah 

Perusahaan Asuransi, Badan Usaha Milik Negara, Dana Pensiun. Dan untuk 

Perusahaan efek, Pasar Modal pengajuannya melalui Badan Pengawas Pasar 

Modal. Dengan Dikeluarkan UU Otoritas Jasa Keuangan segala 

pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank ini beralih 

kepadanya. Jadi yang dapat mengajukan pailit terhadap lembaga keuanga 

bukan bank adalah Otoritas Jasa Keuangan.  

  Penelitian ini berisi analisis yuridis tentang permohonan pailit 

lembaga keuangan bukan bank berdasarkan UUK - PKPU no 37 tahun 2004. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar – dasar pengajuan 

permohonan kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dengan 

menganalisis sebuah kasus terkait. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kata-kata kunci : Pailit, Permohonan Pailit , Lembaga Keuangan Non Bank.  
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ABSTRACT 

 

  Linadi Sahattua Samuel. 201510117012. Theses. Authority to 

Submit a Bankruptcy Application Against Non-Bank Financial Institution 

Based on Law No. 37 Year 2004 (Case Study of Decision 08 / Pdt.SUS-

PAILIT / 2015 / PN.Niaga.Jkt.Pst) 

Base on UUK-PKPU No 37 Year 2004, the submission of 

bankruptcy petition for Insurance Company, State-Owned Enterprise, 

Pension Fund and for Securities Company is through the Minister of 

Finance. Unless for Capital Markets Company, the submissions of 

bankruptcy is through Capital Markets Supervisiory Agency. 

Since estabilishment of Indonesia Finacncial Services Authority 

(OJK) under Law No 21  Year 2011, the obligation of the oversight of Non 

Bank Finacial Institution shifted to Indonesia Finacial Services Authority 

invluding the filling bankruptcy for Non Bank Institution. 

  Te study contains juridicial analysis of bankruptcy application of 

Non Bank Financial Institution based on UUK-PKPU No 37 Year 2004 and 

aims to learn the basic of bankruptcy filling. 
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